SUSUNAN

Menin*;lbang
|

Mengingat

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR l\é( TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA BAGAN STRUKTUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentano
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan....... 2



4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lémbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan| : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA BAGAN
STRUKTUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BUNGO.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.| Kabupaten adalah Kabupaten Bungo;
2.| Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3.| Urusan |Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
4. Bupati adalah Bupati Bungo;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo;
7.| Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
8. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bungo;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bungo;
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e. Bidang

.| Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai

ahlian dan kebutuhan teknis Dinas;

-|Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

sipil,

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bungo terdiri dari:

Dinas.

b. Sekretaris Dinas membawahkan:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
3. Seksi Pendataan Penduduk.

Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:

1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan Dan Perceraian; dan
3. Seksj Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

PIAK Dan Pemanfaatan Data, membawahkan:

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksij Pengolahan Data Dan Penyajian Data; dan
3. Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan S tur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IIT
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

k. pelaksz
sesuai
undang

Sekretariz
dan bert
memberik
perencan;
dan uruss

Dalam m

parang

Dinas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksannaan administrasi, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

C.penyusunan program anggaran dan pengelolaan penatausahaan
keuangan;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara;

€.pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil;

g.|pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

h. pelaksanaan inovasi pelayanan pendaftaran penduduk, administrasi
kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil;

i. pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan;

j. pembinaan, pengawasan pengendalian dan koordinasi, serta evaluasi

terhadap pelaksanaan tugas bawahan; dan

mnaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

dengan tugas dan fungsi serta sesuai peraturan perundang-
ran.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4
it dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah
anggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas

fan  pelayanan administratif dan teknis yang meliputi
aan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga

an pegawai kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

ielaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta
pengelglaan keuangan;

b. pengelglaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

milik daerah/negara;

. Iﬁembinaan pengawasan urusan ASN dan pengendalian serta evaluasi

tbrhadap pelaksanaan tugas bawahan;
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Pasal 5

tugas dan fungsi, membawahkan:

chretan'at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam melaksanakan

a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin

2

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

Suibbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi
Sekretariat berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan

kepegaw:
keprotok
perlengk:
Dalam 1
Subbagig
a. pelaks

dan pe
b. penyial

pelaks

iian serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kehumasan,
plan, perpustakaan, kearsipan, ketatausahaan, persuratan,
apan, urusan barang milik negara/daerah di lingkungan Dinas.

nelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
n Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

anaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga
rlengkapan serta perjalanan dinas;

pan bahan penyusunan evaluasi dan laporan
anaan tugas di bidang kepegawaian dan umum;

terhadap

a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan

subbag
b. pengul

rangksa

pengel
C. penggu
laksan
d. pelaks
perpus
e. pelaks:
f. pelaks;
dalam
g. i)embil
bawah
h. pembe

vian umum dan kepegawaian sesuai rencana kerja Dinas;

mpulan bahan administrasi umum dan kepegawaian, dalam
penyelenggaraan tugas, serta penatausahaan aset serta
blaan urusan perlengkapan di lingkungan Dinas;

inaan bahan kerja dalam rangka urusan tata usaha, tata
a, dan kearsipan pelaksanaan tugas dan fungsi;

anaan urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, kehumasan,
takaan, dokumentasi, dan kearsipan di lingkungan Dinas;

anaan ketertiban dan keamanan lingkungan Dinas;

anaan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Dinas
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

1aan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
an,;
rian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan

hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

i. |pelaks
sesuai

anaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Su!bbagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5
fungsi S
program

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
ckretariat berkenaan dengan pelaksanaan urusan penyiapan
dan menyusun anggaran, mengumpul dan mengolah data, serta

evaluasi

dan, penatausahaan keuangan dinas dan pengcendalian aset
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Bidang yang berada di
Dinas melalui Sekretari
perumusan kebijakan teknis
pelayanan pendaftaran penduduk.
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Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 8

s, mempunyai

C. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
pendaftaran penduduk;

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
€. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
[. pelaksanaan pedokumentasian

. S

hasil

|

a, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan
subbagian keuangan dan aset sesuai rencallga kerja Dinas;

b, pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian program, keuangan dan aset;

C. pengumpulan bahan ketatausahaan aset iiz;ventrisasi dan pencatatan
terhadap aset bergerak dan aset tidak bergerak di lingkungan Dinas;

d.pengumpulan bahan dan melakukan penataan administrasi
penyusunan rencana program/kegiatan Dinas;
e. pelaksanaan koordinasi dan sin

gkronisasian penyusunan rencana
program/kegiatan Dinas;

f. jpelaks Anaan penyusunan usulan prioritas program/ kegiatan Dinas;

g penyusunan kebutuhan angg

aran dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas;

h. pengelplaan pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi;

i. pelaksanaan urusan gaji pegawai, evaluasi anggaran, akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan Dinas;

J. \|pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan.

k. pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan
hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

L. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
tugas melaksanakan penyiapan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan perumusan kebijakan perencanaan di bidang
pendaftaran penduduk;

b. pengelglaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan;

pelaksanaan pelayanan

pelayanan  pendaftaran
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hasil te

c. Seksi B

huruf a,

Biodata

Identitas

a. pelakss
dan pes

b. pelaksa
Informas

dokums

d. penyiaf
identitg

€. pelaksa
pendud

f. pémber
langkat

ayat (1)

i. pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan

laahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

. |pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai [dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

a. ‘;‘Seksi Identitas Penduduk;
b. Seksi Rindah Datang Penduduk; dan

endataan Penduduk. ‘

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksu pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudulk.

Pasal 10

Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan pembinaan dan

koordinasi urusan pelayanan pendaftaran dan identititas penduduk

Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (KTP-¢).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

Inaan proses penerimaan, pemeriksaan berkas permohonan
nerbitan dokumen kependudukan

naan perekaman data ke dalam database SIAK (Sistem
1si Administrasi Kependudukan)

’

¢. penyimpanan dan pemeliharaan register/ pencatatan/pembukuan dan

°n persyaratan atas penerbitan dokumen kependudukan;

yan bahan penyusunan dan pembuatan laporan mengenai
s penduduk; |

naan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi identitas
uk;

ian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
1 dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Seksi Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perencangan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
serta pelaksanaaan pelayanan pindah datang penduduk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pindah Datang Penduduk, menyelenggarakan fungsi:
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(1)

' yang berada di
S

b |
i{‘nform

dan do
Datang

Datang

Sek%si Pen
(1) huru

serta pela

C. penyim_panan dan pemeliharaan register/
kumen persyaratan atas penerbitan d

d. penyiapan bahan penyusunan dan

€. ﬁ)elaksemaan evaluasi terhadap seluruh

£ pemberian saran dan pertimbangan kepadeL
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

.jpelaksanakan perekaman data ke dalam database SIAK (Sistem
asi Administrasi Kependudukan) '

2

pencatatan/ pembukuan
okumen kependudukan;

pembuatan laporan Pindahan
Penduduk;

egiatan di Seksi Pindah
Penduduk; dan

atasan tentang langkah-

g pelaksgnaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

dataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
f c

perencangan, perumusan kebijakan tekni
ksanaaan pendataan penduduk.

mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan
S, pembinaan dan koordinasi

Da.lém melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), Seksi
Pendataan Penduduk menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan, pemeriksaan dan penerbitan  dokumen data
kependuidukan;

b. perekaman data ke dalam database SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan); |

¢. penyimpanan dan pemeliharaan register/pencatatan/pembukuan dan
dokumen data penduduk;

mendap

langkah

I
idang Pel

. penyiapan bahan
penduduk;

. pencatatan perubahan nama

pelaksanaan evaluasi terhadap
penduduk;

penyusunan dan pembuatan laporan data

pada akta yang bersangkutan, yang telah

atkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

seluruh kegiatan di seksi pendataan

. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;dan

- pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai d

sngan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 13

ayanan Pencatatan Sipil dipimpin ole};

seorang Kepala Bidang
bawah dan bertanggung jawa

kepada Kepala Dinas

melalui

ckretaris, membunvai tioac rralalbom e 1. T JTEs
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Bidang Pe

kepada Ke

Seksi Kels
huruf a, 1
perumusa
pelaksanas

dan pen

e
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d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f.

g.

4. pelaksanaan proses penerimaan,

a. penyus unarn perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

- pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
pencatatan sipil;

pelaksanaan pelayanan

pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan; i

i. pemberian saran dan pertimbangan kepadé atasan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

i- pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

layanan Pencatatan Sipil sebagaimaha dimaksud dalam Pasal

13|dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

a. Seksi Kelahiran;
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
€. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

pala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 15

thiran  sebagaimana dimaksud dalam

nempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
n kebijakan teknis, pembinaan - dan koordinasi serta
an pelayanan pencatatan kelahiran.

Pasal 14 ayat (1)

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana qlimaksud pada ayat (1)
Seksi Kelahiran, menyelenggarakan fungsi:

|
pemeriksaan berkas permohonan
erbitan dokumen akta kelahiran;

). perekaman data ke dalam database Sistem Informasi Administrasi
K¢pendleukan (SIAK); :

C. penyimpanan dan pemeliharaan register/pencatatan/pembukuan dan
dokumen persyaratan atas penerbitan dokumen pencatatan kelahiran;

+ Ppenyiapan bahan penyusunan dan pembuatan laporan kelahiran;
. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi Kelahiran;

pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan; |

langkah

g pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

dan tindakan vano nerlir Aieemtcl 39 109



)

(2)

N

ayat (1)

ps

sesuai

t
i
pencatatan
perubahan

Perubahan

Seksi Perubahan Status
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf ¢, mempunyai

ugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
eknis, pembinaan dan koordinasi

menyelenggarakan fungsi:
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Pasal 16

Se!(si Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencangan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

Daﬁam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perkawinan dan Perceraian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan
perkawinan dan pembatalan perceraian;

pencatatan, perkawinan, perceraian, pembatalan

b. pelaksanaan proses penerimaan, pemeriksaan berkas permohonan
dan penerbitan dokumen, akta perkawinan serta akta perceraian.

c. ﬁerekaman data ke dalam data base SIAK
Administrasi Kependudukan);

(Sistem Informasi

d. penyimpanan dan pemeliharaan register/ ‘pencatatan/ pembukuan
dan persyaratan atas penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian;

£ penyiapan bahan penyusunan dan pembuatan laporan perkawinan
dan perceraian;

pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi perkawinan
dan perceraian;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada? atasan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;dan

h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan

dengan tugas dan fungsinya, sesuai peraturan perundang-
undangan;

Pasal 17

Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

serta !pelaksanaan pelayanan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,
status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Status  Anak, Pewarganegaraan  dan Kematian,

a. pelaksanaan proses penerimaan, pemeriksa@an berkas permohonan
dan penerbitan dokumen akta kematian, akta pengakuan anak, akta
pengesahan anak, pewarganegaraan penduduk;

. perekaman data ke
Administrasi Kependudukan);

dalam database SIAK

(Sistem Informasi

C; penyimpanan dan pemeliharaan register/ pencatatan/ pembukuan
dan doklimen persyaratan atas penerbitan dokumen Akta Kematian,

akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, pewarganegaraan
penduduk.;

|



(2)

i.

|

2.

h.

Bidang
Pemanfaa
bawah d
mempuny
dan pelak
kependud
Dalam me
Pengelolas
Data, men

A.

bawahan;
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pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi perubahan
$tatus anak, pewarganegaraan dan kematian;

Iﬁembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

Epemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
?ﬁangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

’ﬁ)elaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

scsuai dengan tugas dan fungsinya.

penyusunan

Bagian Kelima

' Bidang Pengelolaan Informasi Administr#si Kependudukan
’ Dan Pemanfaatan Data

Pasal 18 |

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan
tan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
an bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,
ai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
'sanaan kebijakan dibidang pengelolan informasi administrasi
ukan.

laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

in Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan
yelenggarakan fungsi:

peréncanaan pengelolaan | informasi administrasi

kependudukan, pemanfaatan data;

- ﬁgnyiapan

dokumen

kependudukan, kerjasama administrasi

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- berumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

informasi

dokumen kependudukan;

administrasi

.p;elaksanaan pembinaan dan koordinasi f;)elaksanaan pengelolaan

kependudukan pemanfaatan data dan

- penyelenggaraan kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

pielaksanaan pengelolaan informasi adm]inistrasi kependudukan
pemanfgatan data dan dokumen kependudukan;

L p?ényelenggaraan kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

. pengendalian dan evaluasi pelaksanaanj pengelolaan informasi

administrasi kependudukan;

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan serta inovasi 'pelayanan administrasi
képendudukan;

pémbinaan, pengawasan dan evaluasi terhédap pelaksanaan tugas

bawahan,;



—
=
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} Pasal 19

Bi‘(iiang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Peémanfagtan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, membawahk:#n:

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b.iSeksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Mésingmmsing Seksi sebagaimana dimaksu pada ayat (1), dipimpin
oleh seo rang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaar? Informasi Administrasij
Kependudukan dan Pemanfaatan Data. ;

Pasal 20

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pereéncanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi
kependu ukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi data, perangkat
keras, perangkat lunak dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan
dalam pelayanan administrasi kependudukan skala kabupaten;

b. pengelolaan dan pengembangan bank data dan replikasi data
kependudukan di Kabupaten;

c. fasilitasi pemanfaatan peralatan perekaman data kependudukan di
kecamatan;

d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi administrasi
kependudukan;

¢. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi Sistem
Informasi;

f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhédap pelaksanaan tugas
bawahan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah|dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 21

eksi Pengolahan dan Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam
asal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
€rencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
erta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

o Blkav i ¢)]

2]

f - L )
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaliciid —ode cot (1% o 1. -



| (1)

g.

j. pembin
bawahsz

k. pember
langkal

l. pelaksa
sesuai

QY

b.

adminis

d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi

adminis

administrasi kependudukan;

Seksi Ker

dan dokumen kependudukan serta inovasi
kependudukan.
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b. penyiapan data dan diseminasi informasi kependudukan;

C. permintaan/ penerimaan laporan data kependudukan dari pemerintah
Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;

d.)penyiapan  bahan penyusunan/ mengkq')mpilasi laporan  data
kependudukan  dan menyajikan

pelaporan  penyelenggaraan
|

. 4
. pengolahan data base kependudukan haéil pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil; i

|

1
pemutakhiran data penduduk menggutﬁakan sistem informasi
administrasi
berbagai macam (item)

kependudukan dan menyiapkan/menyajikan
statistika data kependudukan;

dalam

pemeliharaan data base kependudukan Kabupaten;

h. penghimpunan dokumentasi pengelolaan data kependudukan;

i. pelaksanaan evaluasi terhadap
Data Kependudukan;

seluruh kegiatan di Seksi Pengelolaan

aan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

UL

ian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
1 dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

naan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
dengan tugas dan fungsinya, sesuai peraturan perundang-

tmdangan.

Pasal 22

asama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan
pelaksananan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data
(
1

pelayanan administrasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kerjasama

dan Inovasi Pelayanan, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

pelaksanaan perumusan kebijakan kerja sama pemanfaatan data dan
kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

. pelaksanaan koordinasi

kerja inovasi

sama dan

pelayanan
trasi kependudukan;

inovasi pelayanan

trasi kependudukan;

€. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi Kependudukan;

p'elaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi Kerjasama
dan inovasi pelayanan; |

- pembingan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahamn;

nearm h o

e .. e L - 7



undangan.

|

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyaji tugas 1t
dengan bidang tenaga fungsional masing-masin
perundang undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari s€
yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya. ‘

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dipimpin |oleh seorang tenaga fungsional seni@r yang ditunjuk diantara

tenaga fungsional. 1

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana d
ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. t

(1) | epala Dinas beserta semua

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelomp

dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatat
yang | ditetapkan berdasarkan kebutuhan daj
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BABV -« |

|
TATA KERJA
Pasal 26 |

ok jabatan yang berada
an Sipil Kabupaten Bungo
N peraturan perundang-

nelakukan kegiatan sesuai
g berdasarkan peraturan

jumlah tenaga fungsional
idimaksud pada ayat (1)

imaksud pada ayat (1)

pimpinan unit organisasi di bawahnya

alam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip

oordinasl, integrasi, dan sinkronisasi serta be
nternal dan eksternal Dinas sesuai dengan tu

asing;

|

|

erja sama dalam lingkup
as dan fungsinya masing-

(2) Untuk mendukung kelancaran koordinasi lpelaksanaan tugas dan

egiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
omunikasi secara formal maupun informal. |

(1) Kepala Dinas melaksanakan pengendalian i
impinan unit organisasi;

Pasal 27 |

diselenggarakan sistem

ternal terhadap seluruh
i

{(2) Betiap pimpinan unit organisasi di bawah Keﬁala Dinas melaksanakan
ngendaljan internal terhadap bawahannya;

(3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1
ilaksanakan sesuai ketentuan perundang—undﬁ[n

|
(1) l#?pi a Dinas bertanggung jawab memimpin
ﬁel Fuh pimpinan unit organisasi bawahan

gan.
Pasal 28

) dan ayat (2)

dan mengkoordinasikan
nya dengan memberikan
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F
i Pasal 29

(1) Kepala Dinas meneliti, mengoreksi dan
sebagaimana mestinya atas hasil kerja bawahay

@) Seﬁap pimpinan unit organisasi di bawah Ket

mengoreksi dan melakukan perbaikan sebagaj
exFia bawahannya;

(3) | enyampdian petunjuk, pengajuan hasil
penyampaian laporan dilakukan secara berjenj
ecara tertulis atau lisan;
|

melakukan perbaikan
nnya;

pala Dinas wajib meneliti,
mana mestinya atas hasil

pelaksanaan tugas dan
ang yang dapat dilakukan

(4) Pemberian paraf dan tanda tangan dilaksanakan sesuai peraturan

erundang-undangan.

| Pasal 30

(1) }‘)elaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
]]3up‘ati inj
(Prganisasi;

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsin

diatur dalam Peraturan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap pimpinan unit

ya, setiap pimpinan unit

rganisasi| terendah wajib menjabarkan dan m

emperhatikan kompetensi, bentuk, jenis da

engatur pembagian tugas

beban pekerjaan yang

ekhis dan operasional kepada bawahannya seﬁara proporsional dengan
|

c?ila{kukan ]

(3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

formal dan material menjadi tanggung jawab I

terendah,
enurut k

dimpinan unit organisasi

kecuali tugas tertentu yang bersifs

it fungsional dan/ atau

ersangkutan;

dikarenakan sebab lainnya

etentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pribadi yang

chingga tidak dapat

4) I-{al' bawahan dari pimpinan unit organisj terendah berhalangan

an/atau
elaksanakan tugas teknis yang dibebank
o

; Pasal 31

1

() aerah secara berkala setidak-tidaknya setiap
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Din
seluruhnyay;

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud P

ingiE setiap

berjenjang;

ganisasi terendah mengambil alih tugas dima]ﬁsud.

pimpinan unit organisasi di baw

, maka pimpinan unit

|

(tiga) bulan berkenaan
S, baik sebagian atau

%pala Dinas menyampaikan laporan kepada I?Bupati melalui Sekretaris
P

da ayat (1) juga berlaku
Kepala Dinas secara

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di bawah

Pasal 32 -~

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau berac

Se-kr%taris

berwenang mewakili Kepala Badan

tugas sehari-har vano hercifot vmatimio . .

Kepa:tla Dinas dari bawahannya masing-masing, diteliti dan ditelaah
untuk dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya, serta dalam
rangka pemberian petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

la di luar daerah, maka
untuk melaksanakan




|
(3) Wewena

(1)

(1)

2)

(2) Dimam i

rﬂﬁjewakﬂli

Pigj abat

Dalam h
D?lam

pelpyelesz
organisas

(3) eﬁyampaian efektivitas pelaksanaan retemiia

hal terjadi
kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas idapat ditunjuk Pelaksana

Tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian. |
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1al Kepala Dinas dan Sekretaris secara bersamaan berhalangan
atau berada di luar daerah, maka Kepala

Bidang senior berwenang
untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas;

ng sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk
hal-hal yang prinsipil yaitu politik, keuangan dan kepegawaian, kecuali
afgas perintah langsung dari Bupati;

mewakili harus melaporkan kepada Bupati dan hasilnya

dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah kembali berada dj tempat.

Pasal 33

al terjadi kekosongan jabatan strui{tural, Kepala Dinas atay

setiap pimpinan unit organisasi bertanggun, jawab atas pelaksanaan
tugas dan fungsi jabatan kosong di
dﬂtunjuknya pejabat
perundang-undangan; |

bawahnya sampai dengan
yang definitif sesuai ketentuan peraturan

kekosongan jabatan | struktural, maka demi

Pasal 34 i

Dalam Keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan

ian secara cepat, Kepala Dinas atau setiap pimpinan unit
i dapat langsung menugaskan bawahannya untuk membantu

penyelesdian suatu tugas yang bukan merupakan tugas dan fungsi yang
bersangkutan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
personil di bawah pimpinan unit organisasi terendah.

Pasal 35

Penjabaran uraian tugas dan fungsi dari setiap Subbagian dan Seksi
berupa uraian /rincian tugas sehari-hari persox%il di bawah pimpinan unit
organisasi terendah, ditetapkan oleh masing—fnasing Kepala Subbagian

dan Kepala Seksi dan diketahui oleh Sekretaris atau Kepala Bidang
masing-masing; i

Dalam rangka implementasi sistem pengendalién intern secara memadai,
Kepala Dinas menetapkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Prosedur dan alur kerja, serta tata cara pemrosesan dokumen dan

iﬁxformatsi', dan

. Pola hubungan kerja antar unit organisasi dT.:l mitra kerja teknis.

v S B L S SN [ S



Pada |[saat P
Nomor 32 1T
Kependuduk!
Kabupaten E
berlaku.

Peraturan Bu

Agar sétiap 0
Bupa |; ini de;

|
|
|
|
|
|

Diundangkan
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BABvVII
KETENTUAN PENUTU]

Pasal 37

eraturan Bupati ini berlaku, maka
ahun 2011 tentang Uraian Tugas
an Dan Pencatatan Sipil Kabupate

Pasal 38

rang mengetahuinya, memerintahkan

Dite

pada tanggal

SEKRETARIS

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 201

di Muara Bungo
14 - 472-2016. |

DAERAH KABUPATEN BUNGO,

v

Peraturan Bupati Bungo
Pokok dan Fungsi Dinas
n Bungo (Berita Daerah

sungo Tahun 2011 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak

Ipati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pengundangan Peraturan

nigan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

tapkan di Muara Bungo

pada tanggal 14- A2~ 2016

BURATI BUNGO,

H. MASHURI

6 NOMOR 44\
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